
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.426, 2023 KEMENDIKBU-RISTEK. Penyelenggaraan Register 

Nasional Cagar Budaya.  
NCANGAN 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 30, 

Pasal 34 ayat (5), Pasal 47, dan Pasal 56 Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional 

dan Pelestarian Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5168); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6756); 

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 156); 

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 
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Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 693); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, 

DAN TEKNOLOGI TENTANG PENYELENGGARAAN REGISTER 

NASIONAL CAGAR BUDAYA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan 

berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, 

Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan 

Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang 

perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai 

penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 

2. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya 

disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, 

dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai 

Cagar Budaya. 

3. Register Nasional Cagar Budaya yang selanjutnya disebut 

Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan budaya 

bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan 

di luar negeri. 

4. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, 

struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk 

diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah 

daerah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di 

luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register 

Nasional Cagar Budaya. 

5. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya 

terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan 

ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli 

Cagar Budaya. 

6. Pemeringkatan adalah proses penyusunan urutan Cagar 

Budaya berdasarkan kepentingannya. 

7. Pencatatan adalah tindakan mencatat data Cagar Budaya 

ke dalam Register Nasional Cagar Budaya. 

8. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar 

Budaya dari Register Nasional. 
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9. Pencabutan adalah penarikan kembali keputusan 

Penetapan status Cagar Budaya atau surat keterangan 

Kepemilikan Cagar Budaya oleh pejabat yang berwenang.  

10. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap 

Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial 

dan kewajiban untuk melestarikannya. 

11. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan 

dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang 

kepada setiap orang lain atau kepada negara. 

12. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang 

dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan 

perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar 

Budaya. 

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Kebudayaan. 

14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

16. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.  

17. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan. 

18. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian 

dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat 

kompetensi untuk memberikan rekomendasi Penetapan, 

Pemeringkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya.  

19. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, 

masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau 

badan usaha bukan berbadan hukum. 

 

Pasal 2 

(1) Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya 

meliputi:  

a. Pendaftaran ODCB; 

b. pengkajian ODCB; 

c. Penetapan ODCB; 

d. Pencatatan Cagar Budaya; 

e. Pemeringkatan Cagar Budaya; 

f. Pengalihan Kepemilikan; dan 

g. Penghapusan Cagar Budaya. 
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(2) Ketentuan mengenai bagan alur penyelenggaraan 

Register Nasional Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

BAB II 

PENDAFTARAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB 

wajib mendaftarkan kepada bupati/wali kota tanpa 

dipungut biaya. 

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan 

Pendaftaran. 

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangan mendaftarkan ODCB yang Dikuasai oleh 

Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya. 

 

Pasal 4 

(1) Bupati/wali kota wajib melaksanakan Pendaftaran 

ODCB. 

(2) Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi perangkat daerah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota. 

 

Pasal 5 

(1) Pendaftaran ODCB yang dilaksanakan oleh gubernur 

dalam hal ODCB yang didaftarkan: 

a. berada pada 2 (dua) wilayah kabupaten/kota atau 

lebih; atau 

b. ditemukan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil. 

(2) Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi perangkat daerah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi. 

 

Pasal 6 

(1) Pendaftaran ODCB yang dilaksanakan oleh Menteri 

dalam hal ODCB yang didaftarkan: 

a. berada pada 2 (dua) wilayah provinsi atau lebih; 

atau 
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b. ditemukan di laut di atas dari 12 (dua belas) mil. 

(2) Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal. 

 

Pasal 7 

(1) Pendaftaran terhadap ODCB yang dimiliki atau dikuasai 

warga negara Indonesia yang berada di luar negeri 

dilakukan oleh pemilik atau pihak lain yang diberi kuasa 

kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 

(2) Dalam hal di negara tempat ODCB berada belum 

terdapat perwakilan Republik Indonesia maka 

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia yang 

wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya mencakup 

negara tempat ODCB berada. 

 

Pasal 8 

Pendaftaran terhadap ODCB milik pemerintah Indonesia yang 

berada di luar negeri dilakukan melalui perwakilan Republik 

Indonesia di luar negeri kepada Menteri. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pendaftaran  

 

Pasal 9 

(1) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dilakukan dengan mengisi formulir Pendaftaran secara 

manual dan/atau elektronik.  

(2) Pengisian formulir Pendaftaran yang dilakukan secara 

manual atas ODCB yang berada di dalam negeri 

bertempat di organisasi perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi, 

atau Direktorat Jenderal sesuai kewenangan. 

(3) Pengisian formulir Pendaftaran yang dilakukan secara 

manual atas ODCB yang berada di luar negeri bertempat 

di perwakilan Republik Indonesia. 

(4) Direktorat Jenderal, perwakilan Republik Indonesia di 

luar negeri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai 

kewenangan dapat membantu pengisian formulir 

Pendaftaran yang dilakukan secara manual oleh Setiap 

Orang. 

(5) Pengisian formulir Pendaftaran ODCB secara manual 

ditindaklanjuti dengan memasukkan data secara digital 

melalui aplikasi Pendaftaran oleh organisasi perangkat 
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daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi, 

Direktorat Jenderal, atau perwakilan Republik Indonesia 

sesuai kewenangan. 

(6) Pengisian formulir Pendaftaran ODCB secara elektronik 

dilakukan melalui aplikasi Pendaftaran ODCB.  

(7) Aplikasi Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) disediakan oleh Direktorat Jenderal. 

(8) Ketentuan mengenai format formulir Pendaftaran ODCB 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 10 

(1) Formulir Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 paling sedikit memuat: 

a. nama ODCB;  

b. lokasi ODCB;  

c. identitas pendaftar;  

d. riwayat Kepemilikan ODCB; dan  

e. uraian singkat ODCB. 

(2) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

harus disertai dengan: 

a. fotokopi identitas diri pendaftar; 

b. data ODCB; 

c. dokumen pendukung; dan 

d. ODCB jika dapat dibawa. 

(3) ODCB yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

 huruf d hanya untuk didokumentasikan dalam pengisian 

 formulir Pendaftaran ODCB secara manual.  

 

Pasal 11 

(1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB, 

serta Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai 

dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3, yang telah mengisi formulir Pendaftaran ODCB secara 

lengkap mendapatkan tanda bukti Pendaftaran ODCB. 

(2) Tanda bukti Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja 

sejak formulir Pendaftaran ODCB dinyatakan secara 

lengkap.  

(3) Ketentuan mengenai format tanda bukti Pendaftaran 

ODCB tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 12 

(1) Pendaftaran ODCB yang diterima di perwakilan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

disampaikan kepada Direktorat Jenderal. 

(2) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, organisasi 

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada 

Pemerintah Daerah provinsi, dan Direktorat Jenderal 

sesuai kewenangan melakukan: 

a. verifikasi data atau berkas; 

b. dokumentasi ODCB; dan 

c. penyusunan deskripsi ODCB, 

berdasarkan data yang terdapat pada aplikasi 

Pendaftaran. 

(3) Verifikasi data atau berkas, dokumentasi ODCB, dan 

penyusunan deskripsi ODCB dilakukan dalam jangka 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung 

sejak pendaftar mendapatkan tanda bukti Pendaftaran. 

(4) Verifikasi data atau berkas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan formulir 

identifikasi. 

(5) Dokumentasi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dilakukan dengan merekam data dan 

mengolah hasil perekaman data objek Pendaftaran. 

(6) Penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menguraikan 

kondisi objek Pendaftaran secara lengkap. 

(7) Hasil verifikasi data atau berkas, dokumentasi ODCB, 

dan penyusunan deskripsi ODCB yang telah lengkap 

berupa dokumen Pendaftaran ODCB. 

(8) Ketentuan mengenai format formulir identifikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format 

dokumen Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 13 

Dalam hal melakukan verifikasi data atau berkas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, 

organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang 

kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi, Direktorat 

Jenderal, atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri 
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sesuai kewenangan dapat melakukan pengumpulan data 

lainnya terkait ODCB. 

 

Pasal 14 

(1) Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (7) disampaikan oleh organisasi perangkat 

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi, 

atau Direktorat Jenderal sesuai kewenangan kepada Tim 

Ahli Cagar Budaya. 

(2) Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berbentuk cetak dan/atau digital. 

 

BAB III 

SISTEM DAN JEJARING PENDAFTARAN 

 

Bagian Kesatu 

Pembentukan Sistem dan Jejaring Pendaftaran 

 

Pasal 15 

(1) Fasilitas sistem dan jejaring Pendaftaran disediakan 

pada: 

a. pusat sistem dan jejaring; dan 

b. bagian sistem dan jejaring. 

(2) Pusat sistem dan jejaring sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dibentuk dan diselenggarakan oleh 

Direktorat Jenderal. 

(3) Bagian sistem dan jejaring sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh perwakilan 

Republik Indonesia di luar negeri, Pemerintah Daerah 

provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 

(4) Penyelenggaraan oleh perwakilan Republik Indonesia di 

luar negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilakukan berdasarkan fasilitas sistem dan 

jejaring yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.  

(5) Pusat sistem dan jejaring serta bagian sistem dan 

jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

kesatuan sistem yang terintegrasi dalam 

penyelenggaraan Pendaftaran. 

 

Pasal 16 

(1) Pemberian fasilitas sistem dan jejaring oleh Direktorat 

Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) 

dilaksanakan dengan menyediakan: 
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a. aplikasi Pendaftaran; 

b. program pengunggahan data; dan 

c. program akses informasi hasil Pendaftaran. 

(2) Program pengunggahan data dan program akses 

informasi hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan satu kesatuan 

dalam aplikasi Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a. 

 

Pasal 17 

Direktorat Jenderal menyediakan dan mengelola fasilitas 

sistem dan jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

melalui sistem informasi yang mudah diakses dalam aplikasi 

dari layanan distribusi digital dan/atau laman resmi pada 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang kebudayaan. 

 

Pasal 18 

(1) Program pengunggahan data sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan layanan 

pengalihan atau penyampaian data pada aplikasi 

Pendaftaran. 

(2) Program pengunggahan data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memberikan kemudahan dalam 

mengunggah data atau berkas ODCB. 

 

Pasal 19 

(1) Program akses informasi hasil Pendaftaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan 

layanan informasi pada aplikasi Pendaftaran. 

(2) Program akses informasi hasil Pendaftaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan 

informasi aktual terhadap tahapan proses ODCB yang 

didaftarkan. 

(3) Program akses informasi hasil Pendaftaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian 

kode akses kepada pendaftar saat melakukan 

Pendaftaran melalui aplikasi Pendaftaran. 

 

Bagian Kedua 

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem dan Jejaring 

Pendaftaran 

 

Pasal 20 

Direktorat Jenderal memberikan akses penggunaan atas 

aplikasi Pendaftaran, program pengunggahan data, dan 

program akses informasi kepada:  
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a. administrator yang terdapat pada Direktorat Jenderal; 

dan 

b. administrator yang membidangi dukungan administrasi 

pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, 

organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan organisasi 

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada 

Pemerintah Daerah provinsi, 

dalam bentuk akun penyelenggara Pendaftaran. 

 

Pasal 21 

(1) Setiap Orang yang berpartisipasi dalam Pendaftaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menjaga 

kerahasiaan data ODCB.  

(2) Data ODCB yang wajib dirahasiakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal. 

 

Pasal 22 

(1) Direktorat Jenderal melakukan peningkatan kompetensi 

tenaga administrator sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 dalam bentuk: 

a. bimbingan teknis; 

b. pelatihan; dan/atau 

c. pendampingan. 

(2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilaksanakan untuk memberikan pemahaman 

penggunaan aplikasi Pendaftaran, program 

pengunggahan data, dan program akses informasi hasil 

Pendaftaran. 

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan 

keterampilan dalam memberikan pelayanan Pendaftaran 

di dalam penyelenggaraan Pendaftaran. 

(4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dilaksanakan untuk membantu kelancaran 

proses penyelenggaraan Pendaftaran di tingkat pusat dan 

daerah. 

(5) Tata cara pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, dan 

pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 
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Bagian Ketiga 

Evaluasi dan Pelaporan 

 

Pasal 23 

(1) Evaluasi penyelenggaraan sistem dan jejaring 

Pendaftaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan 

pengendalian mutu sebagai bentuk akuntabilitas 

Pendaftaran. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Direktur Jenderal. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit dilakukan terhadap: 

a. pengoperasian; 

b. pemeliharaan; 

c. pengamanan; dan 

d. sumber daya manusia atau pengelola. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun. 

 

Pasal 24 

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

dilaporkan kepada Menteri untuk meningkatkan 

Penyelenggaraan sistem dan jejaring Pendaftaran. 

 

BAB IV 

PENGKAJIAN  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 25 

(1) Tim Ahli Cagar Budaya melakukan pengkajian terhadap 

ODCB berdasarkan dokumen Pendaftaran yang 

disampaikan oleh organisasi perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi, 

atau Direktorat Jenderal sesuai dengan kewenangan. 

(2) Pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan cara:  

a. identifikasi;  

b. klasifikasi; dan  

c. penilaian kriteria ODCB. 

(3) Pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan untuk menentukan: 
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a. status sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar 

Budaya; dan 

b. peringkat Cagar Budaya. 

(4) Pelaksanaan identifikasi, klasifikasi, dan penilaian 

kriteria ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan berdasarkan pedoman tata kerja Tim Ahli 

Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

 

Bagian Kedua 

Wilayah Kerja Pengkajian 

 

Pasal 26 

(1) Pengkajian ODCB yang berada di 1 (satu) wilayah 

kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar 

Budaya tingkat kabupaten/kota. 

(2) Pengkajian ODCB berupa lokasi atau satuan ruang 

geografis yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau 

lebih dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat 

provinsi. 

(3) Pengkajian ODCB berupa lokasi atau satuan ruang 

geografis yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih dan 

ODCB yang didaftarkan di luar negeri dilaksanakan oleh 

Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional. 

(4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh bupati/wali 

kota, gubernur, atau Menteri sesuai kewenangan. 

 

Bagian Ketiga 

Tata Kerja Pengkajian 

 

Pasal 27 

(1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 

Tim Ahli Cagar Budaya menerima dokumen Pendaftaran 

yang disampaikan oleh organisasi perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi, 

atau Direktorat Jenderal sesuai dengan kewenangan. 

(2) Dalam melakukan pengkajian, Tim Ahli Cagar Budaya 

dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis, organisasi 

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau organisasi 

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada 
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Pemerintah Daerah provinsi yang bertanggung jawab di 

bidang Cagar Budaya. 

 

Pasal 28 

(1) Tim Ahli Cagar Budaya melakukan pengkajian melalui 

sidang kajian secara daring dan/atau luring. 

(2) Dalam sidang kajian secara daring sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), bukti kehadiran anggota Tim 

Ahli Cagar Budaya harus dapat dikonfirmasi dan 

diverifikasi keabsahannya. 

 

Pasal 29 

(1) Pelaksanaan sidang kajian dilakukan berdasarkan tata 

tertib persidangan. 

(2) Tata tertib sidang kajian Tim Ahli Cagar Budaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal, kepala organisasi perangkat daerah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota, atau kepala organisasi perangkat 

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah 

provinsi sesuai kewenangan. 

 

Pasal 30 

Dalam melaksanakan sidang kajian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29, Tim Ahli Cagar Budaya dapat mengundang 

narasumber terkait sesuai dengan karakteristik ODCB yang 

sedang dikaji. 

 

Pasal 31 

(1) Pengambilan keputusan dalam sidang kajian 

dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai 

mufakat. 

(2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak 

tercapai, pengambilan keputusan dilaksanakan 

berdasarkan pemungutan suara. 

(3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika 

dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota 

Tim Ahli Cagar Budaya. 

(4) Dalam hal pengambilan keputusan dilaksanakan 

berdasarkan pemungutan suara, jumlah Tim Ahli Cagar 

Budaya yang hadir harus berjumlah gasal. 
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Pasal 32 

(1) Tim Ahli Cagar Budaya menyusun naskah kajian dengan 

kesimpulan ODCB sebagai Cagar Budaya atau bukan 

Cagar Budaya. 

(2) Ketentuan mengenai format naskah kajian Tim Ahli 

Cagar Budaya tercantum dalam Lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 33 

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian oleh Tim Ahli 

Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota, Tim Ahli Cagar 

Budaya tingkat provinsi, atau Tim Ahli Cagar Budaya 

tingkat nasional ditemukan ODCB yang memiliki arti 

khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia tetapi 

tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar 

Budaya tingkat kabupaten/kota, Tim Ahli Cagar Budaya 

tingkat provinsi, atau Tim Ahli Cagar Budaya tingkat 

nasional memberikan rekomendasi Penetapan status 

dan/atau peringkat kepada bupati/wali kota, gubernur, 

atau Menteri untuk ditetapkan sesuai dengan 

kewenangan.  

(2) Kriteria arti khusus dan tata cara pemberian 

rekomendasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal. 

 

Pasal 34 

(1) Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 ayat (1) berupa ODCB sebagai Cagar Budaya, 

Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota, Tim Ahli 

Cagar Budaya tingkat provinsi, atau Tim Ahli Cagar 

Budaya tingkat nasional memberikan rekomendasi 

kepada bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri sesuai 

kewenangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah sidang 

pengkajian berakhir. 

(2) Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 ayat (1) berupa ODCB sebagai bukan Cagar 

Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota, 

Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, atau Tim Ahli 

Cagar Budaya tingkat nasional menyampaikan hasil 

kajian kepada organisasi perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi, 

www.peraturan.go.id



2023, No.426 
-
15- 

atau Direktorat Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja 

setelah sidang pengkajian berakhir. 

(3) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, organisasi 

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada 

Pemerintah Daerah provinsi, atau Direktorat Jenderal 

menyampaikan surat keterangan bukan Cagar Budaya 

berdasarkan hasil kajian kepada yang mendaftarkan 

ODCB paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hasil kajian 

diterima. 

 

Pasal 35 

(1) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota, Tim Ahli 

Cagar Budaya tingkat provinsi, atau Tim Ahli Cagar 

Budaya tingkat nasional menyerahkan kembali dokumen 

Pendaftaran yang telah diberikan dan digunakan dalam 

pengkajian kepada kepala organisasi perangkat daerah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota, kepala organisasi perangkat daerah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi, 

atau Direktur Jenderal sesuai kewenangan. 

(2) Penyerahan kembali dokumen Pendaftaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya rekomendasi 

hasil kajian. 

 

Pasal 36 

Ketentuan mengenai bagan alur kerja Tim Ahli Cagar Budaya 

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB V 

PENETAPAN, PENCATATAN, DAN PEMERINGKATAN 

 

Bagian Kesatu  

Umum 

 

Pasal 37 

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangan menetapkan status ODCB menjadi Cagar 

Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya 

melalui keputusan berdasarkan rekomendasi Tim Ahli 

Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. 
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(2) Penetapan status dan penentuan peringkat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja setelah rekomendasi diterima dari Tim 

Ahli Cagar Budaya. 

(3) Penetapan status Cagar Budaya dan penentuan peringkat 

Cagar Budaya hanya dilakukan 1 (satu) kali tanpa 

membedakan lokasi keberadaannya di dalam wilayah 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah. 

(4) Ketentuan mengenai format keputusan Penetapan status 

ODCB menjadi Cagar Budaya dan keputusan peringkat 

Cagar Budaya tercantum dalam Lampiran VII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 38 

Keputusan Penetapan status ODCB menjadi Cagar Budaya 

dan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 menjadi dasar untuk melakukan Pencatatan. 

 

Bagian Kedua 

Penetapan Status 

 

Pasal 39 

(1) Keputusan Penetapan status ODCB menjadi Cagar 

Budaya melalui keputusan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 ayat (1) paling sedikit memuat nama dan alamat 

Cagar Budaya.  

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilengkapi dengan lampiran yang memuat:  

a. identitas Cagar Budaya;  

b. deskripsi Cagar Budaya;  

c. kriteria Cagar Budaya; dan  

d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar 

Budaya.  

(3) Identitas Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a paling sedikit memuat batas, koordinat, 

peta, dan/atau foto.  

(4) Deskripsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b paling sedikit memuat ukuran, bentuk, 

bahan, dan/atau warna. 

 

Bagian Ketiga 

Pencatatan Cagar Budaya 

 

Pasal 40 

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangan menyampaikan Penetapan status dan 
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peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 ke dalam Register Nasional untuk dilakukan 

Pencatatan. 

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk memperoleh nomor Register Nasional 

dari Menteri dengan melampirkan keputusan penetapan 

status Cagar Budaya dan keputusan peringkat Cagar 

Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. 

 

Pasal 41 

(1) Setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional 

Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, 

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangan menerbitkan:  

a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan  

b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti 

yang sah. 

(2) Ketentuan mengenai format surat keterangan status 

Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar 

Budaya tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 42 

(1) Dalam hal diputuskan terdapat perubahan peringkat 

Cagar Budaya, Menteri atau gubernur sesuai 

kewenangan melakukan Pencatatan ke dalam Register 

Nasional. 

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan tanpa mengubah nomor Register Nasional 

terdahulu.  

(3) Pencatatan perubahan peringkat dilakukan dengan 

melampirkan keputusan peringkat Cagar Budaya 

terbaru. 

 

Bagian Keempat 

Pemeringkatan Cagar Budaya 

 

Pasal 43 

Keputusan peringkat Cagar Budaya melalui keputusan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) paling sedikit 

memuat: 

a. nama Cagar Budaya;  

b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;  

c. peringkat Cagar Budaya; dan  

d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya. 
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Pasal 44 

Penetapan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 43 terbagi atas peringkat: 

a. nasional; 

b. provinsi; dan  

c. kabupaten/kota. 

 

Pasal 45 

Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan 

menyampaikan salinan keputusan Penetapan dan/atau 

keputusan peringkat Cagar Budaya kepada Menteri. 

 

Pasal 46 

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangan dapat melakukan perubahan peringkat 

Cagar Budaya. 

(2) Kewenangan melakukan perubahan peringkat Cagar 

Budaya oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. 

(3) Kewenangan melakukan perubahan peringkat Cagar 

Budaya oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi. 

(4) Kewenangan melakukan perubahan peringkat Cagar 

Budaya oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat 

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota. 

 

Pasal 47 

(1) Perubahan peringkat Cagar Budaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 46 berupa:  

a. kenaikan peringkat; atau  

b. koreksi peringkat. 

(2) Kenaikan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan perubahan kenaikan status peringkat 

Cagar Budaya sesuai persyaratan Pemeringkatan. 

(3) Kenaikan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan secara berjenjang dari: 

a. tingkat kabupaten/kota menjadi tingkat provinsi; 

dan 

b. tingkat provinsi menjadi tingkat nasional. 

(4) Koreksi peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan perubahan berupa penurunan status 

peringkat Cagar Budaya sesuai dengan syarat 

Pemeringkatan. 
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Pasal 48 

Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 

didasarkan atas: 

a. hasil evaluasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional, 

Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, dan/atau Tim 

Ahli Cagar Budaya tingkat kabupatenlkota; atau 

b. usulan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dan 

rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkatnnasional, 

Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, dan Tim Ahli 

Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota. 

 

Pasal 49 

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangan melakukan evaluasi peringkat Cagar Budaya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a secara 

berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan mempertimbangkan: 

a. perencanaan pelestarian Cagar Budaya; dan/atau 

b. kesesuaian persyaratan peringkat Cagar Budaya. 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa laporan yang berisi urgensi dilakukannya 

perubahan peringkat Cagar Budaya. 

 

Pasal 50 

(1) Usulan perubahan peringkat Cagar Budaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dengan mengajukan 

permohonan perubahan peringkat secara berjenjang. 

(2) Permohonan perubahan peringkat Cagar Budaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh: 

a. bupati/wali kota kepada gubernur; dan/atau 

b. gubernur kepada Menteri, 

dengan melampirkan dokumen pendukung. 

 

Pasal 51 

(1) Gubernur dan Direktur Jenderal sesuai kewenangan 

melakukan verifikasi dan analisis atas usulan perubahan 

peringkat berdasarkan: 

a. dokumen pendukung yang berisi latar belakang 

pelaksanaan evaluasi dan hasil pengkajian Tim Ahli 

Cagar Budaya sesuai kewenangan; atau 

b. dokumen pendukung yang berisi latar belakang 

pengajuan usulan dan hasil pengkajian Tim Ahli 

Cagar Budaya sesuai kewenangan. 

(2) Verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 

hasil evaluasi atau usulan diterima. 
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Pasal 52 

(1) Hasil verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51 menjadi dasar pertimbangan melakukan 

perubahan peringkat Cagar Budaya. 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan analisis tidak 

diperlukan perubahan peringkat, Menteri atau gubernur 

sesuai kewenangan menyampaikan hasil verifikasi dan 

analisis kepada pengusul paling lama 3 (tiga) hari kerja 

sejak diputuskan penolakan perubahan peringkat Cagar 

Budaya. 

 

Pasal 53 

(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 

dilakukan berdasarkan pengkajian Tim Ahli Cagar 

Budaya sesuai tingkat kewenangan. 

(2) Ketentuan mengenai pengkajian Tim Ahli Cagar Budaya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan 

Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 

pengkajian perubahan peringkat. 

 

Pasal 54 

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangan melakukan penetapan perubahan peringkat 

Cagar Budaya. 

 

BAB VI 

PENGALIHAN KEPEMILIKAN  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 55 

(1) Cagar Budaya yang telah dicatat dalam Register Nasional 

yang dimiliki oleh Setiap Orang dapat dialihkan 

Kepemilikannya kepada negara atau Setiap Orang lain. 

(2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didahulukan atas Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya. 

 

Pasal 56 

(1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 dapat diberikan kepada: 

a. Pemerintah Pusat;  

b. Pemerintah Daerah; 

c. masyarakat hukum adat; atau  

d. Setiap Orang. 

(2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara 

diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, 
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diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan 

pengadilan. 

(3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 57 

Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan setelah mendapatkan 

izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai 

dengan kewenangan kecuali Pengalihan Kepemilikan Cagar 

Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Perizinan 

 

Pasal 58 

(1) Setiap Orang yang akan melakukan Pengalihan 

Kepemilikan Cagar Budaya mengajukan permohonan izin 

tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota 

sesuai dengan kewenangan. 

(2) Permohonan izin tertulis dilakukan secara manual atau 

secara elektronik dalam sistem aplikasi. 

(3) Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disampaikan kepada: 

a. kepala organisasi perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota; 

b. kepala organisasi perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah 

provinsi; atau 

c. Direktur Jenderal. 

(4) Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) paling sedikit memuat: 

a. cara Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56 ayat (2); dan  

b. alasan Pengalihan. 

(5) Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) wajib dilengkapi dengan: 

a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan 

b. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya. 

(6) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan 

izin Pengalihan Kepemilikan dalam jangka waktu paling 

lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 

permohonan izin diterima. 
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(7) Ketentuan mengenai format permohonan izin Pengalihan 

Kepemilikan Cagar Budaya tercantum dalam Lampiran 

IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 59 

(1) Permohonan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan 

verifikasi administratif sesuai dengan kewenangan oleh: 

a. kepala organisasi perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota; atau 

b. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan 

pada Pemerintah Daerah provinsi; atau 

c. Direktur Jenderal. 

(2) Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilaksanakan dengan membentuk tim 

verifikator yang bertugas memeriksa kelengkapan dan 

menganalisis berkas yang disampaikan pemohon. 

(3) Verifikasi administratif dilaksanakan dalam jangka waktu 

paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 

 

Pasal 60 

Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

59 dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data pemohon 

dengan data yang terdapat pada sistem Register Nasional 

Cagar Budaya. 

 

Pasal 61 

(1) Tim verifikator menyampaikan hasil verifikasi 

administratif kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali 

kota sesuai dengan kewenangan. 

(2) Hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi dasar bagi Menteri, gubernur, atau 

bupati/wali kota dalam mengeluarkan surat izin 

Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya. 

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menyampaikan 

surat izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya kepada 

pemohon. 

 

Pasal 62 

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 permohonan izin 

Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya terdapat 

ketidaksesuaian data, pemohon harus menyesuaikan 
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data dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja 

sejak hasil verifikasi administratif diterima. 

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) pemohon tidak melakukan penyesuaian 

data, tim verifikator menyampaikan rekomendasi 

penolakan pemberian izin kepada Menteri, gubernur, 

atau bupati/wali kota sesuai kewenangan. 

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menyampaikan 

surat penolakan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar 

Budaya kepada pemohon. 

 

Pasal 63 

(1) Surat izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya menjadi 

dasar bagi pemilik lama Cagar Budaya dalam proses 

Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya kepada calon 

pemilik baru Cagar Budaya. 

(2) Pemilik lama dan calon pemilik baru Cagar Budaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita 

acara terhadap Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya 

yang dilakukan dengan cara dihibahkan, ditukarkan, 

dihadiahkan, dijual, dan/atau diganti rugi. 

(3) Berita acara Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

memuat: 

a. identitas pemilik lama dan calon pemilik baru Cagar 

Budaya; 

b. nama Cagar Budaya yang dialihkan hak 

Kepemilikannya; 

c. tanggal dan tahun Pengalihan Kepemilikan Cagar 

Budaya; dan 

d. tanda tangan pemilik lama dan calon pemilik baru 

Cagar Budaya di atas materai. 

(4) Berita acara Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bukti telah 

beralihnya hak Kepemilikan dan penguasaan Cagar 

Budaya dari pemilik lama kepada pemilik baru. 

 

Bagian Ketiga 

Pelaporan 

 

Pasal 64 

(1) Pemilik baru Cagar Budaya wajib melaporkan Pengalihan 

Kepemilikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali 

kota sesuai kewenangan paling lama 5 (lima) hari kerja 

sejak berita acara ditandatangani oleh pemilik lama dan 

pemilik baru Cagar Budaya. 
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(2) Pelaporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

secara elektronik melalui sistem Register Nasional. 

 

Pasal 65 

(1) Laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan 

dengan melampirkan: 

a. surat izin Pengalihan;  

b. surat keterangan status Cagar Budaya; dan 

c. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya. 

(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pemilik baru Cagar Budaya juga harus melampirkan: 

a. surat keterangan ahli waris untuk Cagar Budaya 

yang diwariskan;  

b. surat pernyataan hibah untuk Cagar Budaya yang 

dihibahkan;  

c. surat perjanjian tukar menukar untuk Cagar 

Budaya yang ditukarkan; 

d. surat pernyataan dari pemberi hadiah untuk Cagar 

Budaya yang dihadiahkan; 

e. surat perjanjian jual beli untuk Cagar Budaya yang 

dijual; atau 

f. surat berita acara pemberian ganti kerugian untuk 

yang diganti rugi. 

(3) Dalam hal Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui 

penetapan atau putusan pengadilan, laporan Pengalihan 

Kepemilikan Cagar Budaya dilaksanakan dengan 

melampirkan:  

a. surat keterangan status Cagar Budaya;  

b. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya; dan 

c. salinan penetapan atau putusan pengadilan. 

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3) dilampirkan sesuai dengan cara pengalihannya. 

 

Pasal 66 

(1) Tenaga administrator melakukan verifikasi berdasarkan 

laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya dan 

lampiran yang disampaikan oleh pemilik baru Cagar 

Budaya.  

(2) Verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan 

Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya diterima. 

(3) Tenaga administrator menyampaikan hasil verifikasi 

kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai 

dengan kewenangan untuk menerbitkan surat 

keterangan perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya 
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dan perubahan nama pemilik Cagar Budaya dalam 

Register Nasional Cagar Budaya. 

(4) Penerbitan surat keterangan perubahan status 

Kepemilikan Cagar Budaya dan perubahan nama pemilik 

Cagar Budaya dalam Register Nasional Cagar Budaya 

dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

hari kerja terhitung sejak pengelola sistem Register 

Nasional Cagar Budaya menyampaikan hasil verifikasi. 

 

BAB VII 

PENGHAPUSAN 

 

Pasal 67 

(1) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan 

Penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi 

Tim Ahli Cagar Budaya. 

(3) Penghapusan dilakukan apabila Cagar Budaya:  

a. musnah; 

b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak 

ditemukan;  

c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga 

kehilangan keasliannya; atau  

d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar 

Budaya. 

(4) Penghapusan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengubah status 

Cagar Budaya dalam Register Nasional. 

(5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dengan tidak menghilangkan data dalam Register 

Nasional dan dokumen yang menyertainya. 

(6) Dalam hal Penghapusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dilakukan terhadap Cagar Budaya peringkat 

kabupaten/kota maka dengan sendirinya mengakibatkan 

keputusan peringkat Cagar Budaya tidak berlaku. 

 

Pasal 68 

(1) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi dan analisis 

atas usulan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 67 ayat (1) berdasarkan dokumen pendukung yang 

berisi keterangan kondisi Cagar Budaya. 

(2) Verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 

usulan Penghapusan diterima. 
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Pasal 69 

(1) Hasil verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 68 disampaikan Direktorat Jenderal kepada 

Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional untuk 

melakukan pengkajian. 

(2) Ketentuan mengenai tata kerja pengkajian Tim Ahli Cagar 

Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai 

dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis 

terhadap tata kerja pengkajian Penghapusan Cagar 

Budaya. 

 

Pasal 70 

(1) Hasil pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat 

nasional menjadi dasar bagi Menteri melakukan 

Penghapusan. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui keputusan. 

(3) Dalam hal Penghapusan diusulkan gubernur atau 

bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 

ayat (1), Menteri menyampaikan keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur atau 

bupati/wali kota yang mengusulkan Penghapusan. 

 

Pasal 71 

(1) Gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangan menerbitkan:  

a. surat keterangan mengenai Pencabutan surat 

keterangan status Cagar Budaya; dan  

b. surat keterangan mengenai Pencabutan surat 

keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.  

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai 

Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya. 

 

Pasal 72 

(1) Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register 

Nasional Cagar Budaya dapat didaftarkan kembali 

apabila: 

b. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali; atau  

c. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau penelitian 

terdahulu. 

(2) Pendaftaran kembali Cagar Budaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 setelah menerima 

rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai wilayah 

kerjanya. 
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Pasal 73 

Ketentuan mengenai format keputusan Penghapusan Cagar 

Budaya dan keputusan Pencabutan status Cagar Budaya 

tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB VIII 

TIM AHLI CAGAR BUDAYA 

 

Pasal 74 

(1) Tim Ahli Cagar Budaya terdiri atas: 

a. Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota; 

b. Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi; dan 

c. Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional. 

(2) Tim Ahli Cagar Budaya bertugas: 

a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang 

didaftarkan; 

b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;  

c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;  

d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan  

e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya. 

 

Pasal 75 

(1) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota, tingkat 

provinsi, dan tingkat nasional berjumlah gasal. 

(2) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota paling 

sedikit berjumlah 5 (lima) orang. 

(3) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi paling sedikit 

berjumlah 7 (tujuh) orang. 

(4) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional paling sedikit 

berjumlah 9 (sembilan) orang. 

(5) Susunan Tim Ahli Cagar Budaya terdiri atas: 

a. seorang ketua merangkap anggota; 

b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan 

c. anggota. 

(6) Setiap anggota Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan melalui 

keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya oleh 

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai 

kewenangan. 

 

Pasal 76 

Masa jabatan Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat 

kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional selama 

3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. 

 

Pasal 77 

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum memiliki 

Tim Ahli Cagar Budaya atau belum memiliki jumlah Tim 
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Ahli Cagar Budaya secara lengkap sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dapat mengajukan 

perbantuan kepada: 

a. Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan letak 

kabupaten/kota; 

b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain yang 

berada dalam satu wilayah provinsi letak Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota tersebut; dan/atau 

c. Direktorat Jenderal. 

(2) Pemerintah Daerah provinsi yang belum memiliki Tim 

Ahli Cagar Budaya atau belum memiliki jumlah Tim Ahli 

Cagar Budaya secara lengkap sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 75 ayat (3) dapat mengajukan perbantuan 

kepada: 

a. Pemerintah Daerah provinsi lain; dan/atau 

b. Direktorat Jenderal. 

 

Pasal 78 

(1) Perbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 

dapat diberikan sesuai dengan jumlah anggota Tim Ahli 

Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota atau tingkat 

provinsi yang mengajukan perbantuan. 

(2) Perbantuan Tim Ahli Cagar Budaya dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat 

diperpanjang kembali paling banyak 1 (satu) kali. 

(3) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya yang diperbantukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

keputusan oleh Pemerintah Daerah tingkat 

kabupaten/kota atau tingkat provinsi yang mengajukan 

perbantuan. 

 

Pasal 79 

(1) Setiap anggota Tim Ahli Cagar Budaya hanya dapat 

memiliki paling banyak 2 (dua) keputusan yang berlaku 

sebagai Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat 

kabupaten/kota, tingkat provinsi, atau tingkat nasional. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar 

Budaya yang diperbantukan. 

(3) Keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan 

sesuai dengan masa berlakunya. 

 

Pasal 80 

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Ahli Cagar 

Budaya di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, atau 

tingkat nasional, seorang ahli Cagar Budaya harus memenuhi 

persyaratan: 
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a. warga negara Indonesia; 

b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun; dan 

c. memiliki sertifikat kompetensi ahli Cagar Budaya paling 

singkat 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa 

berlakunya. 

 

Pasal 81 

(1) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya dapat diberhentikan 

apabila: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri atas kehendak sendiri;  

c. sakit jasmani atau rohani yang dibuktikan dengan 

surat keterangan dokter karena tidak dapat 

menjalankan tugas;  

d. berdasarkan hasil evaluasi kinerja tidak dapat 

menjalankan kompetensi sebagai ahli Cagar Budaya; 

e. masa berlaku sertifikat kompetensi ahli Cagar 

Budaya sudah berakhir; 

f. tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan; 

g. melanggar ketentuan dalam keputusan 

pengangkatan yang dikeluarkan oleh Menteri, 

gubernur, atau bupati/wali kota sesuai 

kewenangannya; 

h. diketahui terdaftar atau memiliki lebih dari 2 (dua) 

keputusan yang masih berlaku sebagai Tim Ahli 

Cagar Budaya pada waktu bersamaan; 

i. melanggar pedoman tata kerja Tim Ahli Cagar 

Budaya; atau 

j. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

 

BAB IX 

PENDANAAN 

 

Pasal 82 

Pendanaan Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya 

bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk 

penyelenggaraan Register Nasional pada lingkup 

Pemerintah Pusat; dan 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 

penyelenggaraan Register Nasional pada lingkup 
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Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota. 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 83 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Mei 2023 
 
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 

RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd 

 

NADIEM ANWAR MAKARIM 
 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Juni 2023 
 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 
 
ASEP N. MULYANA 
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LAMIRAN IL 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, EBUDAYAAN, 
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 36 TAHUN 2023 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR 
BUDAYA 

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN 0DC 

FORMULIR PENDAFTARAN 
OBIEK YANG DIDUGA CAGAR BUDAY4 (0DCB 

Nama 0DCB : o el.00 - Alamat 0DCB : %­ __ , __ - Desa/Kelurahan/ yang : '" - b disebut dengan nama 4- e 

lain/yang stingkat 
Kecamatan/yang ' '" 

die but dengan narnae 
lain/yang setingk.at 
Kabupaten/Kotas ' 4 - ' rosin ' .... 

Nara Pendaf tar - : .... ­ Nornor Induk : .... •• epend udukan (NIK 
Noror Tele poin : .... 
Noror Ponsel (hand,phone : 
Aat/Latar Belak.a.ng ------- Pendaftar 

.... Direktorat lenderal ebudayan a 

.... erwalilan Republik Indonesia di luaer negeri a 
.... Organisasi Pera.nglat Dara.h Bidang Kebudarya.as Powinsi a 

' ' Organisaei Peraergkt Daerah Bia.ng ebudaryan Ka bupaten + 
' ' Organisaei Peraergkt Dara.h Bid.acg Kebudaryan Kota es 
.... Kementerian/Lembaga Negara 
'' Badan Usaha Mike Negara e 

'" Badan Usaha Milk Dacrah a 
.... Badan Usaha Milk Dea « 
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rpadan Usaha Swasta o 
. 

Mayarakaet Hukum Aat at 
.. Pendaftar Umum a 

Nara Instasi/ Lem bag/ .... • 0 
Orgamsas 04ill 

Status epemihkan 0DCB ' .... • .+ ...... , .. __ 

'suss Pense loloan opc T­ --- - 
iwaryat epermilk.an ' 0 04 %e 
0DCB -. • ,. .. _ .... _ 
Uraian Singkat 0DCB e 0­ - on4 

' ' 
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAY AAN, 
RISET, DAN TEKNOLOGE 
REPUBLIK INDONESIA, 

i±= 
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LAMIRAN II 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, EBUDAYAAN, 
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 36 TAHUN 2023 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR 
BUDAYA 

FORMAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN 0DCB 

TANDA BUKTI PENDAFTARAN 
OBJEK YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA (OD€BJ 

Nara ODCB : .... 
Nomor nduk 0DCB : .... 
Waktu endaftaran : ... ..4.. 
Nara endaftar : • 
Noor Indu ; 4h 
Kependudukan (NIK] 

Asal/Latar Bela.a.ng phdt.hf 

Pendaftar 

.... Drektorat Jenderal ebudaya.an 0 

.... erwa.ilan Republik Indonesia di luar peeria 

.... Organise Perangkat Dara.h Bidang Kebuda yarn Powinsi 

... Organisasi Perarglat Dara.h Bidang ebudaya.an abu paten 

... Orgarise Perarglaet Dara.h Bid.an Keboudayassn Ko/ta 

.... Kementeran/Lembaga egaura 

.... badan Usaha Mihik Negara 

.... adan Usaha Milke Dara.h o 

... Badan Usaha Mitik Dea « 



2023, No.426 -38- 
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' 
Hadan Uaha Swat 0 

' Masyarakaet Hukum Adat a 

'Pendaftaer Umum a 

Nara lnstasnsi/Lem.beaga ; • 
Organisasi $ +4t4 

Status Pendaftaran 4 

I Terdattar 

Lolos Venikars 

' Tak Lolos Verifikasf 

' Penkajiasn ... 
Direkoendak.an 

MENTERI PENDIDIKAN, EBUDAY AAN, 
RISET, DAN TEKNOLOG 

ANWAR MAKARIM 
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LAMIRAN IV 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 
RISET, DAN TEKNOLOG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 36 TAHUN 2023 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR 
BUDAYA 

DOKUMEN PENDAFTARAN ODCB 

t. Format Dokumen Pendaftaran 0DCB Berupa Benda 

le or o Pod oleo bod.a 
$ 

DOKUMEN PENDAFTARAN 

SEBAGA 

BENDA CAGAR BUDAYA 
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DENTITAS BEND � . 
A Nara ODCB . .%0be 

Nomor taduk ODC8 ·1· ,,, ___ O<QI ___ ·- ' 
B den4 p • 

psati/lnskripst Peral@tan 

I I I ' 
ertanan/Perkebunan 

Peralatan Mas.a. .... Peralatan Medi 

Peralatan Ruma.h Tan4a eralatan Perekam Audio 
dan/atau Visual 

' eralatan Musk ....]Peralatan Spiritual 

' • Senjat.a Fosl 

i •. Nasla.h Dekoraesi Rurah 

I ekaman Jam Diding/Jam Almar 

Kendarau.an Alat Hitung .. 
Ctra Alat Pembayaran 

' 
Palau@a Are 

Akseson Palau.an utung 
� 

Perasan Luksa.n 

. Peralatan Permanan Nsan 

Peralatan Semi Pertunjukkan --·· Stempel 

' Peralatan omun.as ! .. Launnya 0 

eralatan Tulis/ Gamba.r � 

c it p or Sakral ' Polan - 
D Tempat Penyimpanan � 

� t E Alamat Tepat 4 - T e .... ., 
Penyirpanaon .6- 

Dea/Kelurahan/yang .... -0 h4 
die but dengan an 4. 

lain/yang setingk.at 
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ecamatan/yang • die but dergan 
lain/yang seting.at 

abupaten/K0tar • • 
' ' 

_._..,_. 
' Provins • ' 

� � 
F Ukuran dan /atara Luaan Pana.ng " 

%0DD4 Le bar ' " 

Ts ' . . 
Tebal 

Diameter >-- ' I Ketnson [: �- - • e • - t -·· ' on 

' 
Luas ..... 
Volume ... 
Berat .... 
Kedala.man ' .... 
hara.k titik . • genera -�· 
0DCB dengan 

I gars pan ta 
terdekat 
0 $ 
L .- I • 

' .... % 2 (dua be las) mil 

' I .. > 2idua belasj mil 

G ha« p. o 

Kay Rambut .... Batu 

Rotan .. Dagng .... Peafoil 

Barbu 0tot Fosil 

' ' erat Tanduke Logan 

Daun •• /Cula . Kaca 
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Kulit Kayu . uruh .... Tuna.h 

' ... Karet uku . ... Ka pr 

.../eta.h . ]Sutra .... Pasr 

.... Bunga .. . atun .... erark 
' 

Kelopak .../Sabut .... Terakota 

' ' Ltin Bua.h Tempurung .... 
Kulit Buah .. Ldi .... Aspad 

. Bijf . . Kafton Plastik 

Tepung . . Dur . Mika 

Ga bus 
' 

Sisk Mineral 

Tutang arapes ... Poliester 

... Gigi .... Kerang . .. Sintetis 

Gadig .... Siput .. Kom binasi .. ,_ 
Kut Mutara ... Lanny.a ... , __ 
Bulu Karang I I 

44lien/6rnamen dad lo or 
� . 

Angla Abstrak .... Geometns 

Huruf Turbuhan .... Panorama 

lnskripsi/ Tulis.an Vegemorfile . Korbinasi .• 
l 

t . Manuia Bina tang Lainnya .. 
de 

Antropoor fink Zooorfk 

' Tada yang Dimihk 

J Tahun Pembuatan I 

' 4 

• ' • 

' Periode /Masar Praseja.rah .... 
,, __ ..... ,_ ... _ 

'Klas»k (Hindu-Buddha .... 
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I I slam .... 

' 
Kolonial 

emerdekaan ... 
' Modern 

- � 
L status ere tape Cager 0ell 

Buday.a 4 

Suda.h Ditetapkan 

I i ]..../Belum Ditetarpkan 

URAIAN 

Berubah Wujuad dan Gay.a ow wla 

A Deskripsi Objek %­ 4 
• 0- 

% ..004l _,_ 
' - ·----- a. 

' I - • 
' -- --- 

8 Kondos Sat Ari : 0.0 
.... Uruh 

Tnggal Se baa.n - 
' 

.... 

.... Muha .. - . .... ilag cw o re.o - I 
Penelasan ondit %0f ___ .., • 4 --·-- 6 

' Pere biharaa.n • • 
' .... Terpelihara 

.... Tidake Terpelihara 

Riwayat Pemugaran ' .004% 

0DCB/CB 

' ..Pernah Dipugar 

' ' I •••• etum Pernah Dipugar 
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c Sejarah l %-.0- -- ' - 
D Status Kepeiliken ·lwtwo .... 
E Status Pengelolaan I : I ···· 

' 
east tat po0- 

entng/estewaaon 

' ' 

URGENSI PENETAPAN CAGAR BUDAYA 
A Latar Belakasng Usulan 

enetapan 

8 Hasil Verifkast o • he.. -- 
tan lat.pr Dolen fen.en 009lrup bend 

Holunan 

DAFTAR PUSTAA 
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ll Format Dokeumen Pendaftaran 0DCB Berupa Ba ngunan 
e 0-0-0 

% % 

DOU MEN PENDAFTARAN 

SEBAGAI 

ANGUNAN CAGAR BUDAYA 

l 
6. 
g 
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IDENTTTAS BANGUNAN 

A Nama 0DCB ' .0004nh.0 

' Nomor Induk 0DCB ' .... .0.4$0 
•-· 

B Jeni« er 
.. Tempat Ting8al .... skesmas 

Pesina pan .... Rumah Salt 

Rua.h .... Kantor 

lbadah Mausoleum 

... Masjid Observatorvua 

... Mushot . Gudang 

. atedral Museum 
' Oereja Galer .... 

.. Ka pel .. Sang.gar 

Whara .. Teater 

Pura l" Rekreas 

Penjara .. Ola.hraga 

... lndustri Stadon 

abrik . Getanggang 

I Miter .... Puat Kebugaran 

Barak .... Bangunan Kela.s 

Kelenteng .... La boratoruam 

Perdaganger .... erhubungan 

. warung . .. Bengkel 

Toko Mereutar 
r r ' .. Rumah Toko Bangunan Utaura Pela buhuan 

Pertokoan Bangunan Utaura Stasiun 

.... so#ial . Bangunan Utama Terminal 

... Gedung Pertemua .... Bangunan Utama Bandara 

Buday% .... Pendidikan dan llru 

' ' 
Pengetahuaon 

esehatan .... Pertahanan Garis De pan 
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--- r 
! Klrke --- Lanny --- Candi 

( sift «d ore 8akral I. ]Profan 

D Alamat -­ ' ' .6- 

' Desa/Kelurahan/yang ..f.. 
dnse but dengan an.a . ,.__...,__. 
lain/ yang setingk.at 

' 
ecaratan/ yang - I 
de but dengan nae.a 
lain/yang setingkat 

Kabupaten/Kota .-4 

' 
......... J,,_,. 

' ' fros I 

T 
E Koordinut Tengah le 4 

• 0 ft..1 
u 11.2. r % - %4%.0L- -- - 

F tkuran dan/atau Luas.an Panjang '! ---- 
' ..0 Le bar ' 

Tings ' .... 
Tebal ' 
puameter 

' Ketngan : .4 ..6 
' Lua ' 

' banguanan 

f Lua Lah.an ' - 
Jara.k titik ' - - ... ,.,, ·-- 
peneman � 
0DcB dengan 
gars pan ta 
terdekat 

00.. 
4 4. 

0 - 
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�- ------ - � 

' ' + 2(dua belasj mil 

I ' > 2 idua be las) mil 

(than p 

' Kay Batu 

.... Barbu ....Karang 

Tana.h ' ombna ..it 

Bata ' Lanny.a 6.0. 
' ' Beton Bertulang � 

- 
H 4ue/urn4en p • or 

Angla Abstrak Geometris 
+-- ' Huruf Tumbuhan anorarna 

I vaemocf 
' 

lnskripsi/Tulisa Kor bnai .• .... 
' • 

' ' Manus.a Binatang Lanny.. .. . .... 
' ' 0 

' ' Atropomorfie Zoomofie 
' t-"- 

' ' entuke A4pa po. %. 

' 
Tum pang Pelan.a " Menara 

Kuba.h I 
: 

L1muon Lanny ·-- 
J Batas-bat.as 

Utara ' 
Tieur " 

Sela tan ' " 

Barat ' ~ - 
K Tahan Pembuatan/ I e 

Pernbangunan 4 

4 _____ , __ 
'nae Mass ./Prasejarah I 
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' 
____ , .. _ 

KLasik (Hindu-Buddha) .... 

H Islam .... 
Kolonial 

emerdekaan 

Modern 

M Status enetarpon Cogar .44- 

Buday.a 
00 

... Sudah Diteta plan 

.... Betum Ditetapkan 

URAIAN 
A. Dekripsi Objek "•---OllCB--••-1 • 00Ci • ..% ....... - ·--- %. 

0. - ' ' -- r 

B onds Saat Ir 4. re o .... Uruh 
.... Tggal Se began 

' .. Muna.hoe. - HLang soc octet 
Berubah Wujud dan Gary oho ow - 

Penelasan ondit tr0009 

I -- -- et • 
� 6-. -- 
peeiharaan 4­ • 

Terpebihara 
... Tidak Terpelihara 

Riwayat Perugaran ' • 004. 

0pc/c 
Pernah Dipgar 
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.... eturm Perra.h Dipugar 

° Sejarah ] •• -- ' 
D Status epermhkan ·- . . •••• �·-- - 
E Status Pengelolaan : .... 

I 
F Nara Nita '1 ···· .049.­ 0. 

Penting/eistmewaan 

URGENSI PENETAPAN CAGAR BUDAYA 
Lata Bela.kang Lula n 
Penetapan I 

' ' 
8 Hasil Venifika 

Mahran Lampron Dolen lend.fen 0.0€ 4rup la.. 

halo. 

DAFTAR PUSTAKA 
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t Format Dokuren Pendafta ran 0DCB Berupa Struktur 

a o fee. b 0ea 
% 

DOKUMEN PENDAFTARAN 

SEBAGA 

STRUKTUR CAGAR BUDAYA 
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IDENTITAS STRUKTUR 

A Nama 0DCB 

Nomor Induke 0DCB 

t Jeni «pt ." ' Struktur • Tug 

' Surur Gapura 

Ka pal Selam Monuren 

• Ka pal Pagar 

feswat Tang 

Saluran Air Lan ta - 
I I 

Derma.gar mpak 

i%coo I 
embatan 

Gua Buatan Maka.m 

Meara struktur Jalan Rel 

' Bendungan Jalacn 

Pondat .... Lauinnya - Punden Berundak 

t fat eh Sa.krad [..../Protan 

D Alamat I: ·---- - 11T ""' .... ., -.­ '+ %.iaas.~~tt...----o­ 
die but den.ah narna et roe 
lain/yang stingkat 

' 

' 

I I 
Kecarattan/yang 
die but dengan naa 
lain/yang etngkat 

Kabu paten/Kotas , 6 

• 

E Koordina Teegah 4 4 
t0/ t to16$ 
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' T 
I - 444% en e - .-.4% 

' Ukuran dan /ata Lars.an Parjag l 
de Le bar ... 

I Tings l: . 
' Tebad : . 

Dameter : ,--,. 
etngan � ­ ' ' ­ . Luas Struktu ,I ... 

' Las La han : I .... 

Volume . - 7 berat .L 

I edalaman ... 
Jara.k titk .... - .- 
penemuan � 
0DCB dengan 
gars pant.au 
te eat 

004 % 
L4 -·-- • 

• 2tdua belasj mil 

' 7 7 . 
' . 2 tdua belas) mi 

G « pi • r 
ay ' ·arans 
Barbu 

' 
Best - 

Tuna h Baja 

ata I .. Karbon 

Bevon Bertulang Kombina 0w 

Alurmnum Lanna l 
17 7 ' Batu 

' 

- 
H ata-bat.a 
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' Utara 

l Tieur ; 

Selatan : ... 
Barat - 

' Tun Pembua tan/ ' . I .... 
Pernbangnan % 

••• 
� •• 

J Periode /Mas '. Prasejarah .... ..0 Klasik (Hindu-Buddha .... 
slam .... 
oloral .... 

. 
Kemerdekaan et .... 
Modern 

K Status Pere ta pan Cagar .4-.4he%. 
b 

Buday.a 

' : Suda.h Ditetapkan 

' ' .../Belum Ditetapkan 

okrip obiek 

B Konds Saat Im 

URALAN 
.0¢4. 

• 0.0 •• 0l - • -·-­ • 0. • 
L 

"l0.00.4 

I L. 

Lilah 
+ 

ggal Se began ----- 
---- -----+-+- ..hula#whee 

Muna • 



2023, No.426 
-
55- 

www.peraturan.go.id

Penjelasac Kondist .... 0.409 
0 -- vu .4 

' Pemeliharaan , t.004 - ..• Terpelihara - -- 
../Tidak Terpehihara 

iwayet Pemug.ran .0044... 
0DCB/CB 

' ..../Perna.h Dipugar 
. Blum Perna.h Dipgar 

c Sejarah I. •• - Lr.sated 

'o status Keperilikan [ •• a - ' 
E Status Pengelolaan .. 

F Naras Nila . ' .0.0% 
Penting/Keistimewaan ' 

URGENSI PENETAPAN CAGAR BUDAYA 
+wok.....aa..aa A Latar Belakasng Ulan 

Pere ta pan 

I 
Has Verifikasf 

' 

I 
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DAFTAR PUSTAKA 
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V Format Dokumen Pendaftaran 0DCB [erup Lokasi/ Situ 

DOKUMEN PENDAFTARAN 

SEBAGAI 

SITUS CAGAR BUDAYA 

0- ­ ..... t .. 
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IDENTITAS LOKAS/ SITUS . 
A Nara 0DCB -0L­ 

Nomor Induk ODCB I .l0.0. -- 
B den44.. • 

Perrulman Ling@an Purba 
l 

Pendustran emenntahan 

eribadata.n obna .it 
' 

' Milite Lannya 0. 
I 
c sift a o. 

' I 
Sakral Profan 

n ' 
D, Alamat ' ·---- - T - ••• 

' w.a 
Desa/Kelurahaen/ yan :l •• 
de but dengan nama lo ........ 

f 
lain/yang setingkat I 
Kecamatan/yang ' 
die but dengan nae.a 
lain/yang seting#at 

f 

Kabupaten/Kota ••w-- ---- ........ � .... _._ 
]to 

' 
Provins 

% Koordinaet Tengah i··------- tt74 %. Soft0.%e 716 I"' ,,, ... ,.. ... '"· .,, __ -- - •• ~ 
' Ukuran dan/atau Lua.an Panjang ' ·- ..04 Le bar f 

: Dameter .. 
Ketingan ' . .. • - ' I • -· • - - Las .... 
Lokasi/Situs 
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Jara.k ttk 
peneruan 
0DCB dengan 
gans pan ta 
terdekat 

00% 
..it4. •• ,_,n_ 

H- 
12idua belas] mil 

» 1tdua belas) mil 

G lata-bat.as 

Utara 

' ' femur 

Sela tan 

Barat ' 

• 
••• l.re. ---~- 

H Tahun erbuata/ 
embanguan 

periode Mao 

KLasik (Hindu-Buddha] 

lslar 

' , Kolonial 

] Kemerdekaan 

Modern ---------< 

' 
J Status Penetapaen Ca.gar 

Buday 
0feet 

4 

I 
Sudah Ditetapkan 

etum Diteta plan ..04.t 
a. --�------------------1 



2023, No.426 -60- 

www.peraturan.go.id

j 1.:. Sw.lus Cagor Budaya yang I,... __ ,.........,,._......_,,__,. 
berada di lokasi/Situs Ca wet hi 

Budava 
1-r ' Benda Cagar Buday.a Sudah Diteta plan 
' . Belum Diteta plan 

h- Bangunan Cogar Buda ya • I • Sudah Ditetapkan • • � 
etum Diteta pk.an 

' >- Struktuar Cagar Buday Suda.h Ditetaplan 

.. Belum Ditetapkan 

URAIAN oaaos. .El..ass • 004 • .00% • - ·---- %. • • 
• ' ' % e­ 

8 Kondisi Sat lei it • 

' . . Uruh 
... Ting&al Se began 

' ' ... 4aha o fee. 
4lag hello 
Berubah Wuud dan Gary doc w 

--' ' 
-- Penelasan ondisi %.0e­ --- -. -- ' • a 

Peme liha.ran • 04 $ . 
../Terpebihaer 

' .../idak Terpehihara 

c Sejarah :f 4.0 
� -- 

D Status eperhkan 4. ..... 
' ' - 
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E_Status Pengelolaan 

F Narast Nila 
entirg/Keistirewauaon 

[I­ 
0 

URGENSI PENETAPAN CAGAR BUDAYA soot ..j 
Usulan 
ereta pan 

Has Verifikasi 

an.en 

DAFTAR PUSTAKA 
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Format Dokuen Pendaftaran 0DCB Berup%a Satan Ru.asng 

•• 

DOKUMEN PENDAFTARAN 

SEBAGAI 

KAWASAN CAGAR BUDAYA 
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IDENTITAS SATUAN RUANG GEOGRAIS/KAWASAN CAGAR BUDAYA 

- , 

A.Nara 0DCB '.. 0-le 

Noror nduke 0DCB : .le 00$70$. ..... 
' -- 

B heh4-$.0 ,--,- 
Hunan Perindustrian 

--'- ' percanduan Pertambangan 
--+ Peuburan/Pera.kaman Kota Lama/Kota Tua 

I enbadatan .... obin.a it 

' Perterpuran Lannya 0w 

� l ..../Profan c if4en sakral 

D Alamat ' l' ­ ' ' L- 

' Dea/Kelurahan /yang ;I • die but dengan mafa el. 

. lain/yang sting.at ' 
I Kecamatan/yang [: .... 

die but ergan nan 
lain/yang setingk.at 

Kabupaten/ota •• eh 
% 

powin ' 

E Koordinaet Tena.h 4 0 
th 0 tDd1 

116% n % - .. %.. 
F.]Ukuran dan /atau Luasan : Panjang 

• 04 Le bar ' .. 
Ketinggan : .... • 

' ............. , a 
Luas 
Kawa.an 

L I Jara.k trtk ' .... --· 00e - . pererun . 4 
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0DCB dengan 

I I gars pan ta 
terdekat l 

G ata.bata 

: Utara '. ' 
' Tenur " Selat.an ... 
' bHarat : I ... 
' 

H Tahun Pembuatan/ 
Pembangunan 0.0. .../ • 

' Periode/Mas.a Prasejarah .... 
• Klas»k (Hindu-Buddha) .... 

' l Islar .... 
Koloniad .... 

' emerdekaan : .. 

' 
Modern : 

; status enetapan Casar 0whole 
Buday.a --- 

' sudah Die taplan 

' I Belum Ditetaplan 

h.60. • 
I 

Status 2 (dua Situs Cagar dee 
46 

Buday.a atar le bah ans 
etaknya berdekatan d 
satuan ruang geografis 
Kawasan Cagar Buday.a __ ,_,_ ___, 
Situ Cagar Buday.a o Sudah Ditetaplan 

Betum Diteta plan 
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' Situ Cagar Buda ya Sudah Diteta plan 

Belum Dtetapkan 

A Dekripsi Obie 
URAIAN 

.0e­ •• a.. 
.04 - _,_ 
4 • -� 

_ do i"de-dart bro 

I. 

B ondrs Saat In ' • t.004. ..... 
' .... Uruh 

.... Tioga Se began 

.... Mun.ahowl 
.+4ilang howl . Berubah Wujud dan Gaya ow - 

Penjclasan one. .. 0%40¢44 • ho who -- --·-- ·-- • 
I 

emehihara.an ; �- • -- - . .... Terpebihara 

' .... Tidake Terpelihara 
' ' c Sejarah I • 

' --· 
D Status Ke perilikaen ...0. - 
E Status Pengelolaan ' --- 

' Nara Nila 4 ope 

entng/estimewa.an 

I I 
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URGENSI PENETAPAN CAGAR BUDAYA 
A Latar Bela kasng 

Ulan 
Penetarpan 

' ' I 

, ... 

Haran Lapin Dolen Pendon 0DC erup tun u.an. 
ecorfl4Kw...an Car Budy 

DAFTAR PUSTAKA 
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I L/ 

I I I 

+ 

l 

. 
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I f l l 

t 
£ 

• f 

i • ± 
E 
E 

j • " a ' i a 

u 

; h #} r p» 

I 
l ' ' l-···· ' rt %» » % 

I ' l l ' I I ' 
' ' I ! I . . . . 1-,,,r r r r'r '>" " »bl» 

L " p» ., 

» ./»+»» ../% ' > •-1 

' ' ' 
l I ' ' ' ¢ l I ' ' f • < • 1 ' + 5 4 • % • a 

0 i' ± • " g e ii • � i ad ? .. 

i 
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• • • 

I 
' 

! 

' !' ' . I ' I ' 4 • r S r » wt +el De p p p i! ,,, 
' I 2d 

' _, _, � r 
' • > > • • • '> " • • 3 

' ' ­ • ' l % , t • per» " z 
' f e ' • lo I.,.·- > • • ,> ', el hi pr 
i ' I I I I I 

I H ' I ' ' I ' ' ' ' ' I • ' 

. i I I I 
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111III/III[Ill ' 

i 

; I I ' 
% 

I 

ti· I l/ l..I.l.­ ,,,. ... "'" • -l • 
2 ' ' 
2 

' 
' ' 

' 1 T » »» e »» 

' ' , , ,,,:,,,-,. z el , , , Pr[rt>l> 

7 . • • " ' • ' I ' 
• 

% , , .+.LL .1.l­ + + • 1-. >-,. 

d I 
• hi » 

r �- ' I I . . 
3 [Pr-bbbbp 1-,.,.:... " h»» 

I I I ' I i I 
' 

' ' I I 

I I I I 

5 
� 

-i 

f • 7 
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• ' TT 

i± z ' . ; + ! tl 
5 E 

' ' i • 1 - 231 % - ' 4 ; < , a¢ 
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LAMPTRAN V 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN 2023 
TENTANG 
PENYELENGOAAAN REGISTER NASIONAL CAGA 
BUDAYA 

FORMAT NASKAH KAJIAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA 

Tl4All4CA4GA4LU/DAYA...lope pd 

NASKAH KAMAN PENETAPAN/PEMERINGKATAN/PENGHAPUSAN 

SEBAGAI 

..4 
-4 

e Do 0004/404/./ 

hi 
h 
re - - et44 
h4. 6 le 
% - 
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REKOMENDASI 

Merekoendaan 

Madre lllr..lootrbr p lie 0DC./ brp 
o/%tu r.0f/..ff er./r% 

00es/CB % direloved.el 
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IDENTITAS 

6 
4 

4­ .. 
Normor lndue Ope 

------�------------, 
iooeer Nao + a see 
44 
4 

• 00Ce % 
4. , 

44. 

' 

I«e pat dan Alar.at 
enorpanan 

Ala.at 

I I 
Lea/eluaha/yin.a bf 
but en fa 

lain/ya.n etngk.at ll 
ecara tan/yang 
drebut dengan nama 
lain/ya.geog.at 

abupaten/ota '. 

Provins 4 

' 
- . -- � 

%.44 44-. 
Lorona rwsu 
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penemu.a 
0DC dengan 
gars pant.ad 
terdekat 
ooc» 

' • 
' ' s 12idua belay mi 

' » 12tdua belay ml 

- 
- 

- - --- 
La6bat.0.ea. 

.0. • 
Ukurn dan/attar Lusa.n [ anang ow 

4 Le bar ' .... 

' Ting ; 

' Tebal 
' ' ., . 

' 
Dameter ·, 

' Ketirgun (rd pl 'Lo 
Lua " ' Volume ' .. 

t- Berat 'lo 

' l Kedalaran .. 
' Jara.k trtk Lo di 

• 

LU'tar 

Turn ar 
Sela - 

[Brat I 
Tahu/Abad Pembratan/ [; 
fee ban.gun.aen 
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Status Ca.gar Buda ya yang brad.a di lolest/ Situ Car Buday.a 

' . 4.. 

' ' • 

erode /Mar Praseyara.h 1 •••• 
I 

_____ ..,_ 
KLask (Hirtu-Buddha 

' hlarm .... 
I Kolonial I . 
' eerdekeon .... 

' Moder - 
t-'- 

04.4-44 ­ -� Sudah Ditetaplan Benda Car Buday« 

Betum Ditetaplan 

' I Bagunman Ca.gar Buday.a • ..Suda.h Ditetaplan 

.. Belum Ditta plan - 
struketur Ca.gar Budry.a bl Sudah Ditetaplan 

eluam Detarpkan 

' ' ' ' 
+sacs - --- 2 (dual Situ Car udaya ata le bh yang let.any.a 

berdelect.an di sat uan ruan0grads/arwassn Cagar Buday« 
0¢$ .44. -4. 

' 
Stu Ca.gar Buday ( l' Suda.h Dietarpl.an 

I ' 
Belum Ditetaplan 

' ' st Ca.gar Buday.a c2 . ]Suda.h Diteta.plan 

Betum Ditetaplan - 
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DEsKRIPsl 

m .%.0-. 
004 __ .,..,,._ 
•• 0l • • 

4 • • - a • 
ondrs Seat tr I ... %0.. - -- - - - -- ..... 

' • 
1-- iavat egas • e­ 
l %. 

Seara.h ' % •• � 

' Status eperbk.an - --- - - •• --· 
h ' ' -- 

tatu Pergeloan 
. 

' ' ' 
Nae Nila ° - - - - Pentng/stew.a.an 00 

i KRITERIA PENETAPAN, PEMERINGKATAN, ATAU PENGHAPUSAN 

'oar Hukum '. Undang-Undang Noor Tahu.n 2010 
tentang Ca.gar Buday • i -- kiter Penetap.a 

4 
Benda, beangunan, act strutur dapat 
diuualkan sbega Benda Cagar Dudaya 
Bannan Ca.gar Buday«a, a.tau Sruleturl 
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I 
4 

Cagar Budy pa bila memenu 
ntera 
a berusa So tlma puluh) tahuan a.an 

le th 
b mew.ale.hi ma.agarya paling sin.at 

brusia Do (lira puuh taban, 
e. femibiki arti khuus bag sjarah 

pengetahuaon, pendidk.a, 
agamma, daon/atar le buday.an dan 

d merilli rila budaya bag penguatan 
kepibadie bang 

Kriteria Kate@on Casar Buday.a 

bl 
Benda Ca.gar Buday«a depart 
a berup bend.a ala dan/at bend.a 

buatan far yang du.asnfatan 
oleh tau.,rt •• bot 
yang apat dhubunglan dengan 
keat.aon fmaonus. de/ate dapat 
dihubunk.an dengan searah 
an., 

b berfat beera.k at.aru tidak benerak 
da 

¢. merupale ks.tun atukelo pol 

•• 
Bang.an Car Budaya dapat 
a berunar tun.gal at bayak., 

data 
b berdin bebas at menyatu den.gaon 

fora ala 

8 
Strutur Cagar Buday« dapat 
a berunur tun.al art ayak, 

da/ate 
b berdin beb.a at.au nyatu denan 

form.a ala 

ale 
Lola a pat ditetapk.on bagad Stuns 
Cagar Buday« apa.boil 
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a mergandunag Benda Ca.tar Buday.a, 
languman Ca.gr Buday, don/at 
Struktur Cagar Buday«, dan 

b berdini beba atau enyatu engan 
format ala 

Le 
Satuan rung$e0gr%af dapeat die-tar pl.an 
ebata Kawasan Cogar Buday« apa boil 
a mensandung 2 tdua Situs Cagar 

budaya attar le bah yang eta.knya 
berdekatan 
berupea la.lap buday.a hael 
bent.an an.. bet pah 
edkt So (lira pu luh) tau 

e eibile pola yang temper.atlas 
fun ruan$ pad tars. Lau berue 
paling seed.lit 50 (lira puuh] taan, 

d erperlihack pengaruh an.a 
ma.a lad pad pros per.anfatan 
rung berskala us, 
memperlihatken bukti pembentu 
lank.ap buaya don 

f erk lapin tan.ah terben.au 
ang mengadun.g bukti ear tan 
mamu ate endapan foul 

kKnteria Ar khu 
ten dept dip. 00i ti aemoema.h 
er ea 
asad l 
bendabaguan, struketur, lo.lei, at 
atuan ruan$to@rahs yang at.as dar 
penelitan membl art khuus bag 
may.an%let a.tar bang lndons.i, 
tetapi tidak mnememuhi kriteris Car 
Buday eba.gar.as.a dakuddaa 
Pasad sapa dergan Paa 10 da pat 
diuullan baga Cagar Buday« 

ntera Pereringkatan Ca.gar uday« 
ho 

peeingkat Nao.ad 
44apt nth•• -·· 
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Cagar Budaya dapat ditetaplan enad 
Casar Buday peringk.at naion.al a.pa bl 
memenu.hi syarat sebaga 

wudeatuaon daon peraua 
bang 
lerya auditu hung yang fencer.la 
kekha.an leebudaryan bang.a 
Indore 

c. Cagar Buday yang angat lag.la 
jenny, uni.k fancaon.gan.ny%, dee 
edkit julahnya di Indonesia 

d bukti evolui penadabean bang rt 
pertukaran budaya ta neaaha 
lintas darah, beak yang telah puma.h 
raupun yang mah hid'up di 
may.araat dan/at 
contol 
penman trawooal,la.ap 
budayd, dan/ate peraefa tan 
rung berfat khe yang tern«ear 
punah 

Peringlet Provis 
asad4id.at eh et.ht 
Cagar Buday dapat ditetaplan menjadi 
C.agar Buday« pennglat provini apa bila 
memenu.iyarat 

fewalli kepentinan pelest.arias 
awas.an Ca.gar Buday lint.as 
kbupart«en/kota 

b fewadi ry.a lreat if yang k.a 
dala wily.ah provins 

elagla jenny.at, turk rereacaon9a 
dan sd.lit jumlaya di prowin 

debaga bukti evolui perada ban 
bong.a da pertukan bud ya lint.a 
whaya.h kapaten/kota, be.k ya.n. 
tela.h pun.ah ma pun yang trash 
hdup di ayrake.at da/tu 

e beraoai dengaon tnadi yang 
mah berlawn 

Peringlat iabu paten/iota 
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Pad44%.apt rho.h. 
Catar Buday»a dapat ditetaplan men«di 
Cagar Buday pering.at la brpeaten/iota 
apaba merenuhyarat 
a. sebaga Cagar Buday.a yang 

drutaak.an untuk dlestark.an 
dala wlay.ah kabupaten/iota, 

b thew%lei mas.gay y.ankh. 
e. tirglat keteranoamanya tin 
d eninyasedileit, da /art.a 
¢ jumlahnya terbata 

kiter Penhap.aen 
4 

]% 
Penghapsan Cagar Buday dani ester 
Nao.ad Caat Buday ebagaura.a 
dumalwuad dalam Paa 5 dilakeulan 
apala Ca.gar Buday« 
a u.ah, 

hilang dan dalam pang.a wet 6 
era tahun tidak diteruan, 
mengalarm perubah.a 
8avase hung.a 
kealannya, at.au 

d dikeruda handietahunt.atunya 
bukan Ca.gar Buday 

IV KESIMPULAN - ..th44-eD 
sec ocr ob • Po ce. • 

ht44 

V CATATAN PENGKAJAN 

' 2 
3 
4 dst 
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• • • • • 
eATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA 

" a ova Laa aaLa aka. a aa 
../.le.C 

' 2 
3 
4 dst 

4 
e4.4 e-. .0 e.4.... 

• ls 



2023, No.426 
-
83- 

www.peraturan.go.id

ekomendas Penetapan/ Permergkatan/ Perhapusea 

Disefu Ole h 4... 
%.0..% 

etua Tie Ahli Ca.gar Buday«e ..... 
- - -- -- 

Angota Tim Ahli Ca.gar Buday.a ... ... ........... 
Ansota Tie Ahli Ca.gar Buday.a --- ..... ............ ... 
Angsota Ti Ahli Cagar Buday.a 

Angota Tim Ahl Ca.gar Buday.a ........................ 
Argot Tim Ahli Ca.gar Buday.a­ ...................... 

Angota Tim Ahli Cagar Buday«e­ ...... 

fee pat • .. .­ ---· ' Mari ta.al • • ­ 
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--------� 
DAFTAR PUSTAh 
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LAMIRAN VI 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 
RISET, DAN TEKNOLOG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 36 TAHUN 2023 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR 
BUDAYA 

BAGAN ALUR KER.JA TIM AHLI CAGAR BUDAYA 

f pagan Alur Kerja Tie Ahli Cagar Buda ya untuke Pere tar pan Cagar Buday.a 

4-. .4.. 
I ___ ... • ' 

4-. • e 

I 

--·- 
I 

.%44 -··-·--·~-- -- 
I 

= d - 
I. ­ _,_ 

e ,_ ..... 44 • 

4$4 •• -. J be 
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ll Bagan Alur erja Tien Ahli Cagar Buday abupaten/Sota untuk 
Pernengatan Cagar Budarya a bupaten, ota 

I 

le==] 
• 

• 
%%4.4 _,.._,_ 

ee­ 

j 

% .44.. 
• 
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tt Bagan Alur era Tien Ahi €agar Buday% Provins untuk Pemeringkatan Cagar 
uday point 

• 

I j - > • 

I 
z=el 

• 

• 
[--j] 

=/] • ­ �--� ---� ·- 
l 

-- ,_ -·- 
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Iv Bagan Alur Kerja Ti Ahli Cager Buday Nasional untuk Pereringkatan Ca.gar 
Budava Nasional 

I I j > - ­ • 
• 

I « I • 

I -- I • 

I • I • 

I --- I 44.... 
• - I f ·- - • • 

• - 
4 -- 6 }=[ -- f44. 

r 

.... -·-- 
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y Bagan Alur Kera Tim Ahli C'agar Buday.a Nasional untuk Pengbapus.an Ca.gar 
Buday.a 

I .e I { 
I -- • I 
-- I I 

I -- I • 

[ --·- I f%4.4. 

• 

I .... , ___ f - - ·- • 

1 
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 
RISET. DAN TEKNOLOG 
REPUBLIK INDONESIA 

z 
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LAMPRAN VIL 
PERATURAN MENTER PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 36 TAHUN 2023 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR 
BUDAYA 

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS ODCB MEN.JADI CAGAR BUDAYA 
DAN KEPUTUSAN PERINGKAT CAGAR BUDAYA 

f. Format Keputusaen etas peen Status 0DCB enenjadi Cagar Buda ya 

RANCANGAN 
KEPUTUSAN MENTER/ GUBERNUR/BUPATI/ WALI OTA 

NOMOR TAHUN 
TENTANG 

ENE [APA.N..$ 00Md 0tole 0.0 
04.04440L40#04.4%.04444.0.00..0 

ft4 0.00040/4 4 000040 
SEBAGAN 

BENDA /BANGUNAN/STRUKTUR/SITUS/KAWASAN CAGAR BUDAYA 

Menmbang 

e. 

Mengngat 

Meneetapk.an 

KESATU 
KEDUA 
KET1GA 
KEEMPAT 
KELIMA 

'. 2 
3 
dst 

MEMU'TU'SAN 

Dieta plan di •• 
pada tan.ggal, bulan, ta hun 
of/04040/w4.4404 

rro 
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LAMIRAN 
KEPUTUSAN MENTER/ GUBERNUR/ BUPAT/ WALI 
KOTA 
NOMOR TAHUN 
TENTANG 
PENETAPAN m ob SE.BAGAI BENDA/ 
BANGUNAN/STRUKTUR/SITUS/KAWASAN CAGAR 
BUDAYA 
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II Format Surat Kputusan Penetarpan Perinkat Cogar Buday.a 

RANCANGAN 
KEPUTUSAN MENTER/ GUBERNUR/ BUPATT/ WALI KOTA 

NOMOR TAHUN 
TENTANG 

PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA /BANGUNAN CAGAR 
UDAYA/STRUKTUR CAGAR BUDAYA/SITUS CAGAR BUDAYA/KAWASAN 

cAGA9UD44 of de 
SEBAGAI 

BENDA CAGAR BUDAYA/BANGUNAN CAGAR BUDAYA/STRUKTUR CAGAR 
BUDAYA/SITUS CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA CAGAR 

BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA/ PROVINS/ NASIONAL 

Mengnart 
2 
3 
dst 

Menetapkan 

KESATU 
KEDUA 
KETIGA 
KEEMPAT 
KELIM 

Ditetapkan di 
pada targgal, bulan, tahun 
uteri test4 w401% 

TTD 

MENTER PENDIDIKAN, KEBUDAY AAN, 
RISET, DAN TEKNOLOG 



2023, No.426 -100

- 

 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id

LAMIRAN VIL 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLI INDONESIA 
NOMOR 36 TAHUN 2023 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN REGISTER NASIONAL CAGAR 
BUDAYA 

FORMAT SURAT KETERANGAN STATUS CAGAR BUDAYA DAN SURAT 
KETERANGAN EPE MILIAN CAGAR BUDAYA 

Format Surat Keterangan Status Cagar Buday.a 

NOMOR 

tw 
SURAT KETERANGAN STATUS CAGAR BUDAYA 

,, de 
dengan imi menyatakan bahwa 

,44- 
telah ditetaplan s bag 

44 

berdasark.an eputuan Bupati/ Wadi ota/ Gubermur /Menteni Nornor 
Tentang Penetapoon .sbea.gau • engaen Noror Reeter Nason.al 
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NOMO 

SURAT KETERANGAN KEPEMILIAN CAGAR BUDAYA 

$ 

dengan in menyataan bahwa 

4. 
dengan Noor egter Naonal 

a.ala h fl op 
yang dibuktan den.gan sertifiat top 

.., .0.0 

MENTERI PENDIDIKAN, EBUDAYAAN, 
RISET DAN TEKNOLOG 
REPUBLIK INDONESI 
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LAMPRAN IX 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 
RISET, DAN TEKNOLOG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 36 TAHUN 2023 
TENTANG 
PENYELENGGAAAN REGISTER NASIONAL CAGAR 
BUDAYA 

FORMAT PER'MOHONAN LZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA 

SURAT PERMOHONAN [ZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN 
CAGAR BUDAYA 

Saya yang bertanda tagun di bar wa.h in 

ama Pemohon 
Noor Induk 
ependudulean (NI 
Noror Tele poin 
Nomor Pons«el (handphore 
Umur 
Alarnat Le tglap 

yang selanjutnya dis but IHAK PERTAMA ata pihak yang mengabihkn 
kepemhkan, mengauan permohonan in pega hi han ke perilikan Ca.gar 
Budayae 

Nara Cagar Buday.a 
Noror egter Nasional 

kepada 

Nara 
NI 
Urur 
Alarnat 
Noor Poet/ HP 

yang selanjtnya disc but IHA KEDUA at pihake yang menerim.at 
pengahihaon keperrihikan. Ada pun perrohonan in ini dilakuan 
berdasark.an pewarisan penghbahan/ penularan/ hadiah/ penjualan/ 
pen9antiaon rg/ peretapan/ prtuan penailaon dari HA PETAMA 
epad IHA KEDUA 

Demilianla.h surat permohonan in in dibuat oleh Pl4HA PEAMA 
dengan sebenarnya Bila di kerudian hari terda peat kesalaban, IHA 
PERTAMA bersdia melakukaon perbask.an seeperlunya 
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PHAK PERTAMA 

(nama lengkapl 

• (kabupaten/kotat 1gh, •. tbln, 
(thn) 

PIHAK KEDUA 

(nama lengkap 
NOMOR. .... 

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 
RISET, DAN TEKNOLOG 
REPUBLIK INDONESIA 

±e­ 
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LAMPIRAN X 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, EBUDAYAAN, 
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 36 TAHUN 2023 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN REGHSTER NASIONAL CAGAR 
BUDAYA 

FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN CAGAR BUDAYA DAN KEPUTUSAN 
PENCABUTAN STATUS CAGAR BUDAYA 

l. Format eputuan Perghapusean Cagar Buda ya 

RANCANGAN 
KEPUTUSAN MENTERI 

NOMOR .TAHUN 
TENTANG 

PENGHAPUSAN STATUS BENDA CAGAR BUDAYA/BANGUNAN CAGAR 
BUDAYA/STRUKTUR CAGAR BUDAYA/SITUS CAGAR BUDAYA /KAWASAN 

€AGAR BUDAYA o cw DAR REISTER NASIONAL 

enm bang 

Meng0sat 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

KESATU 
KEDUA 
KETIGA 
KEEMPAT 
KELIMA 

Dita plan di 
pada tanggal, bulan, tahun 
woe 
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LAMPARAN 
KEPUTUSAN MENTERI 
NOMOR • TAHUN 
TENTANG 
PENGHAPUSAN STATUS BENDA CAGAR 
BUDAYA/ BANGUNAN CAGAR BUDAYA/STRUKTUR 
CAGAR BUDAYA/SITUS CAGAR 
BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA 
DARI REGISTER NASIONAL 

laplee n.a.eh la f% Ahli CA Bude. 
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fl Format eputuan Pencaburtan Status Cagar Buday.a 
A. Bila eptusan Penetapan Status Cagar Buda ya Dilakukan ole h 

Menteni 
RANCANGAN 

KEPUTUSAN MENTERI ... 
NOMOR TAHUN 

TENTANG 
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR TAHUN .... TENTANG 

PENETAPAN BENDA/ BANGUNAN/STRUKTUR/LOKAS/ SATUAN RUANG 
GEOGRAFIS •. if SE BAGAI BENDA CAGA 

BUDAYA/BANGUNAN CAGAR BUDAYA/ STUKTUR CAGAR 
BUDAYA/SITUS CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA 

Menimbang 

Mengngat 

Menetapk.an 

ESATU 
KEDUA 
KET1GA 
KEEMPAT 
KELIMA 

a 
b 

' 
2 
3 
dst. 

MEMUTUSKAN 

Detar plan d 
pada ta.gad, bula, ta hun 
use 

TTD 
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LAMPMAN 
KEPUTU'SAN MENTERI 
NOMOR TAHUN 
TENTANG 
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR .... 
TAHUN TENTANG PENETAPAN 
BENDA/BANGUNAN/STRUKTUR/LOKASI/ SATUAN 
RUANG GEOGRAFIS i cw owe SEBAGAL 
BENDA CAGAR BUDAYA /BANGUNAN CAGA 
BUDAYA/ STRUKTUR CAGAR BUDAYA/SITUS 
CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA 

la.porion ptu Mntni ioor a.un tent fer.pan St.tu.Ca. 
bud.a end Car Bu.de%.cw.n%. Sr%tr/Sten Ca. Bud.co (n.a.a 

Cr Budd dieter Noc. Car u. 
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• Bila Keputuan eneta pan Status Cagar Buday.a Dilakukan oleh 
Gubernur 

RANCANGAN 
KEPUTUSAN GUBERNUR •.. 

NOMOR TAHUN 
TENTANG 

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR TAHUN TENTANG 
PENETAPAN BENDA/ BANGUNAN/STRUKTUR/LOKAS/ SATUAN RUANG 

GEOGRAFIS mo SE.BAGAI BENDA CAGAR 
BUDAYA/BANGUNAN CAGAR BUDAYA/STRUKTUR CAGAR 

BUDAYA/SITUS CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA 

Menimbang 

Mengngat 

MEMUTUSAN 

Menetap.kan 

KESATU 
KEDUA 
KET6GA 
KEEMPAT 
KELIMA 

pita plan di 
pada tang&al, bulan, ta hun 
Get 

TTD 
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LAMIRAN 
KEPUTUSAN GUBERNUR 
NOMOR TAHUN 
TENTANG 
PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 
TAHUN TENTANG PENETAPAN 
BENDA/BANGUNAN/STRUKTUR/LOKASI/ SATUAN 
RUANG GEOGRAFIS (N cw to SEBAGAN 
BENDA CAGAR BUDAYA/BANGUNAN CAGAR 
BUDAYA/STRUKTUR CAGAR BUDAYA/SITUS 
CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA 

mprion kept.en Menn Nor Than tent.an Pen.apun Soto Car 
he end€4ell.nun.an$%fur$tun Car 4de.. 

Ca.gar ludo dan er ooaCa.r Buday 
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€ gila Keputuan Penetapan Status Casar Buday piLakukan oleh 
Bupati 

RANCANGAN 
KEPUTUSAN BUPATI .... 
NOMOR .... TAHUN 

TENTANG 
PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATT NOMOR TAHUN •. TENTANG 

PENETAPAN BENDA/ BANGUNAN/ STRUKTUR/LOKAS/ SATUAN RUANG 
GEOGRAFIS tow SEBAGAI BENDA CAGA 

BUDAYA/BANGUNAN CAGAR BUDAYA/STRUKTUR CAGAR 
BUDAYA/SITUS CAGAR BUDAYA /KAWASAN CAGAR BUDAYA 

Menirbsang 

Mengngat 

MEMUTUSAN 

Menetaplan 

KESATU 
KEDUA 
KET1GA 
KEEMPAT 
KELIMA 

Ditetar plan di. 
pad.a tacnggad, bulan, ta hun 
4 

TTD 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATT 
NOMOR TAHUN 
TENTANG 
PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 
TAHUN TENTANG PENETAPAN 
BENDA/BANGUNAN/STRUKTUR/LOKASI/ SATUAN 
RUANG GEOGRAIS a co SEBAGAL 
BENDA CAGAR BUDAYA/BANGUNAN CAGAR 
BUDAYA/STRUKTUR CAGAR BUDAYA/SITUS 
CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA 

lg%rip.Merilee fun tent.an Penh.pun tu€Ca 
day 6n Ca.r .d/..an /rut/r /Stu..an Ca.r 6.dry. (n.a. 

Car bu.day. dn er No. Ca.r Budy 
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D. Bila Keputusan Penetapan Status Cagar Buday.a Dilakukan oleh 
Wadi ota 

RANCANGAN 
KEPUTUSAN WALI KOTA 

NOMOR TAHUN 
TENTANG 

PENCABUTAN KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR TAHUN •.. TENTANG 
PENETAPAN BENDA/ BANGUNAN/ STRUKTUR/LOKASI/ SATUAN RUANG 

GEOGRAFIS •.. mt SEBAGAI BENDA CAGAR 
BUDAYA/BANGUNAN CAGAR BUDAYA/STRUKTUR CAGAR 

BUDAYA/SITUS CAGAR BUDAYA/KAWASAN CAGAR BUDAYA 

Mem bang 

Mengngat 

Menetaplan 

ESATU 
KEDUA 
ETIGA 
KEEMPAT 
KELIMA 

a ,. 
c. 

MEMUTU'SKAN 

Dittapkan di .• 
pada ta1gal, bulan, ta huan 
w4l4404 

TTD 
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LAMPRAN 
KEPUTUSAN WALI KOTA 
NOMOR TAHUN 
TENTANG 
PENCABUTAN KEPUTU'SAN WALI KOTA NOMOR 
TAHUN TENTANG PENETAPAN 
BENDA. BANGUNAN STRUKTUR LOKASI SAT'UAN 
RUANG GEOGRAFIS 
BENDA CAGAR BUDAYA BANGUNAN CAGAR 
BUDAYA STRUKTUR CAGAR BUDAYA. SITUS 
CAGAR BUDAYA. AWASAN CAGAR BUDAYA 

prop.tun Mnnioor a.van ten fen.po St.t%Ca. 
bury 6en Car Bu.de Bon..n/tr./tu..Ca.r ..el.. 

Cr 6d9er i..4 Cr 

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 
RISET. DAN TENOLOGI 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

NADIE'M ANWAR MAKAR[M 


